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PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022 

Tentang  

Metode Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 
 

Pemohon : Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) 
yang diwakili oleh H.M Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai 
Gelora Indonesia dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris 
Jenderal Partai Gelora Indonesia. 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan 
dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Tanggal Putusan : Kamis, 7 Juli 2022. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon merupakan badan hukum yaitu partai politik berdasarkan Akta Pendirian 
Partai Gelora Indonesia Nomor 15, tanggal 11 November 2019, yang telah mendapat 
pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum 
Partai Gelombang Rakyat Indonesia, tanggal 19 Mei 2020;  

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945, 
maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan 
Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan 
a quo; 

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, meskipun Pemohon belum merupakan 
partai politik peserta pemilu, sebagai sebuah entitas badan hukum, Partai Gelora Indonesia 
telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 48 Akta Anggaran 
Rumah Tangga Partai Gelora Indonesia, Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai 
perwakilan badan hukum partai dapat bertindak langsung, maupun memberikan kuasa 
kepada struktur partai dan/atau kuasa hukum untuk mewakili di dalam dan di luar 
pengadilan. Dengan demikian Pemohon telah menguraikan secara jelas dan mampu 
menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik. Dalam kualifikasi demikian, 
Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut 
anggapannya potensial dirugikan, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, 
yaitu hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk 
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai 
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partai politik. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan 
Pemohon tentang potensi kerugian, hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, potensi 
kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya 
dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian konstitusionalitasnya, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah 
berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo; 

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan frasa “serentak” dalam Pasal 
167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945. Panitia Ad 
Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPRI RI tidak pernah memberikan keputusan bersama dalam 
hal menetapkan pemilu serentak, sehingga penggunaan metode original intent oleh 
Mahkamah untuk menetapkan pemilu serentak tidak memiliki dasar historis. Dengan 
demikian untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024, pemilihan umum untuk memilih Anggota 
DPR, DPD, DPRD dapat diselengarakan lebih awal dari pemilihan Presiden dan wakil 
Presiden. Sebab model ini pada dasarnya tetap dapat disebut sebagai pemilu serentak yang 
berbasis pada tahun penyelenggaraan, dan bukan hari penyelenggaraan, sebagaimana 
model keserentakan Pemilu yang tetap dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah pada 
Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020. Apabila Pemilu serentak 
diselenggarakan pada hari yang sama, partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 tidak dapat 
mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden, sebab perolehan suara 
dan kursi dari partai-partai politik peserta pemilu 2024 belum diketahui, sedangkan untuk 
mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden terdapat ketentuan presidential 
threshold; 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 
54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk 
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; 

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 
pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Menurut 
Mahkamah terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam 
permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 
16/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan a 
quo. Dalam perkara a quo, salah satunya menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 37/PUU-
XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Sementara itu, alasan 
pengujian “penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari yang 
sama telah menghalangi Pemohon untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden” 
pun belum digunakan dalam ketiga permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara 
substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan 
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo 
dapat diajukan kembali; 

Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD 
serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah perlu menegaskan kembali 
perkembangannya sejak pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan secara 
langsung berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 karena reformasi konstitusi 
(1999-2002) tuntas pada tahun 2002, amanat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut 
dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Dalam praktiknya, waktu penyelenggaraan Pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terpisah dengan Pemilu presiden dan wakil 
presiden. Ketika itu, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih awal (dahulu) 
dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden.  

Setelah Pemilu 2004 tersebut, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, 
dan DPRD yang dipisahkan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil 
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Presiden dipersoalkan atau diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah melalui Perkara Nomor 
51-52-59/PUU-VI/2008. Setelah perkara tersebut diperiksa, melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah pada 
intinya menyatakan Pemilu anggota lembaga perwakilan (anggota DPR, DPD, dan DPRD) 
yang dilaksanakan lebih dulu dari Pemilu Presiden dan wakil Presiden sebagai sesuatu yang 
konstitusional. Karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tetap 
diselenggarakan seperti Pemilu 2004, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 
diselenggarakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan wakil 
Presiden.  

 Perkembangan selanjutnya, meskipun Pemilu 2014 penyelenggaraannya tetap 
terpisah antara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan wakil 
Presiden, namun beberapa waktu menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, 
Mahkamah menggeser pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008. Pada intinya, Mahkamah menyatakan penyelenggaraan Pemilu anggota 
DPR, DPD dan DPRD yang terpisah (tidak serentak) dengan penyelenggaraan Pemilu 
Presiden dan wakil Presiden tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Oleh karena itu, 
penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional. Namun 
demikian, sekalipun penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan 
inkonstitusional, secara faktual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 
diucapkan berdekatan dengan tahap pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, 
dan DPRD Tahun 2014, sehingga Mahkamah mempertimbangkan dan menyatakan 
penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada Pemilu 2019.   

 Kemudian, setelah berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, 
Mahkamah tetap dengan pendiriannya ihwal keserentakan penyelenggaraan Pemilu anggota 
DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional 
dengan memberikan beberapa alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak 
sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
55/PUU-XVII/2019; 

Berdasarkan uraian di atas, meskipun Mahkamah memberikan beberapa kemungkinan 
alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak, namun demikian pilihan model 
pelaksanaan Pemilu serentak tersebut tetap harus menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk 
memilih anggota DPR dan DPD dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden. Sikap dan 
pendirian Mahkamah demikian telah didasarkan kepada original intent UUD 1945, doktriner 
dan praktik dengan basis argumentasi keserentakan Pemilu untuk memilih anggota lembaga 
perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan Pemilu presiden dan wakil presiden merupakan 
konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, 
meskipun terbuka kemungkinan untuk menggeser pendiriannya, namun sampai sejauh ini 
Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk menggeser pendiriannya sebagaimana 
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dimaksud. Terlebih 
lagi, keinginan Pemohon untuk “memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, 
DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari 
yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, 
DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden” sama saja dengan mengembalikan kepada model penyelenggaraan Pemilu 2004, 
Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh 
Mahkamah. Bahkan, sikap demikian telah Mahkamah tegaskan kembali dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum tanggal 24 November 2021. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan 
kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya 
terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa “secara serentak” sehingga norma Pasal 
167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional; 
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Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

 
 


